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SURAT EDARAN
Nomor : 0328e¢/UMUM
TENTANG
PENERTIBAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

Dalam rangka melakukan penertiban penggunaan Kendaraan Dinas Operasional di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Bupati

Paser Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengganti Fasilitas Kendaraan Dinas Jabatan Pada Perangkat

Daerah dan Peraturan Bupati Paser Nomor 22 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan

Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional di Daerah, dengan ini disampaikan

hal-hal sebagai berikut:

1. Kendaraan Dinas Operasional digunakan untuk kepentingan dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kendaraan Dinas Operasional dilarang untuk dibawa pulang ke rumah, dibawa oleh
keluarga untuk kepentingan pribadi, dan digunakan untuk mudik/keluar kota untuk
kepentingan pribadi.

3. Sehubungan dengan poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) tersebut di atas, diharapkan kepada
Kepala Perangkat Daerah untuk :

a. Menertibkan kembali penggunaan Kendaraan Dinas Operasional sesuai dengan aturan
vang berlaku;
| b. Melarang para ASN (PNS, P3K dan PTT) membawa pulang Kendaraan Dinas
B Operasional kecuali bagi pegawai dengan jabatan pelaksana lapangan yang telah
R memiliki kendaraan dinas operasional berupa sepeda motor (Roda 2);
erbitkar kartu kontrol/kartu kendali dan melakukan pencatatan dalam setiap
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